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ABSTRAK 

Dalam aktivitas bermuamalah, Islam menentukan beberapa kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur manusia dalam interaksi sosial-ekonomi, dengan tujuan 

menciptakan tatanan sosial yang egaliter dan berkeadilan. Salah satunya adalah 

aturan ihwal kepemilikan harta. Dalam Islam, setiap individu diperkenankan 

memiliki harta secara pribadi, bahkan dianjurkan. Namun, kebebasan ini dibatasi 

oleh tanggungjawab sosial, dengan maksud, kebebasan yang diberikan tidak 

mengabaikan pertimbangan-pertimbangan individu lain yang juga bagian dari 

masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari ketimpangan sosial. Mengenai 

ketimpangan sosial, Karl Marx memiliki tujuan yang serupa dengan Islam, yakni 

menggariskan masyarakat yang egaliter dan memunculkan kesadaran pentingnya 

tanggungjawab sosial. Namun, Karl Marx memberikan konsep yang amat berbeda 

dengan Islam mengenai kepemilikan harta. Bagi Marx, kepemilikan harta secara 

pribadi tidaklah diperbolehkan, karena menjadi sumber ketimpangan sosial itu 

sendiri. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep hak milik 

pribadi yang digagas oleh Karl Marx dan bagaimana hukum ekonmi Islam melihat 

konsep hak milik pribadi Karl Marx tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui konsep hak milik pribadi yang digagas Karl Marx dan untuk 

mengetahui konsep hak milik pribadi Karl Marx dalam perspektif hukum ekonomi 

Islam. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian pustaka (Library Reasearch), yaitu suatu proses pengindentifikasian 

secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang 

memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian. 

Adapun hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa konsep hak milik 

pribadi dalam pandangan Karl Marx adalah hal yang semestinya dihilangkan 

dalam kehidupan sosial masyarakat, karena dipandang sebagai sebab terjadinya 

konflik antarkelas. Hal ini merupakan respon atas sistem ekonomi liberal-kapitalis 

yang eksploitatif yang menciptakan ketimpangan sosial. Dalam pandangan hukum 

ekonomi Islam sendiri, hak milik pribadi diakui keberadaannya, dan dianggap 

sesuatu yang fitrah. Oleh karena itu, hak milik pribadi dalam Islam diperbolehkan 

bahkan dilindungi. Dengan demikian dalam tataran aksiologis, konsep 

kepemilikan Karl Marx dan Hukum Ekonomi Islam memiliki kesamaan, namun 

konsep kepemilikan dalam Islam merupakan jalan tengah yang lebih maslahah 

dibanding konsep kepemilikan pribadi yang digagas oleh Marx. 
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MOTTO 

                          

                          

               (Q.S. An-Nisa : 75) 

Artinya : “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) 

orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-

anak yang semuanya berdoa: „Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari 

negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami 

pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi 

Engkau”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung : 

CV Penerbit J-Art, 2004), h. 90.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai permulaan, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang 

menjadi judul dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini. Maka, secara 

singkat penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul skripsi ini 

“Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi  Ditinjau Dari 

Hukum Ekonomi Islam”. Adapun beberapa istilah yang menjadi variabel 

dalam skripsi ini sebagai berikut :  

1. Pemikiran merupakan sebuah proses, cara, dan perbuatan memikir
1
. 

2. Karl Marx  merupakan seorang doktor filsafat di Universitas Jena. 

Dirinya dikenal sebagai seorang pemikir sosialis „ilmiah‟ yang 

memprediksi keruntuhan kapitalisme
2
. Karl Marx lahir di kota Trier, di 

perbatasan Barat Jerman, yang waktu itu termasuk Prussia. Dirinya 

tumbuh dalam keluarga Yahudi yang kemudian berpindah agama 

menjadi Kristen Protestan
3
.  

3. Hak milik pribadi adalah hak milik atas suatu benda/hak eksklusif 

seorang manusia atau perusahaan, untuk menguasai dan menikmati suatu 

benda ekonomi, yang dilindungi oleh undang-undang. Biasanya dalam 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Edisi keempat, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 350.  
2
 Franz Magnis, Suseno, Pemikiran Karl Max Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan 

Revisionisme, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 49. 
3
 Ibid, h. 45.  
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percakapan sehari-hari, istilah tersebut dihubungkan dengan harta 

kekayaan yang dimilki oleh individu-individu
4
. 

4. Hukum Ekonomi  Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai Islam
5
. 

Dengan beberapa penegasan judul di atas, penulis akan membahas 

pemikiran Karl Marx, seorang ekonom tersohor di abad ke-19, yang 

melakukan kritik pada Kapitalisme. Penulis memfoksukan diri  pada bagian 

hak milik pribadi dari pikiran Marx, yakni sebuah hak untuk menguasai dan 

menikmati suatu benda yang memiliki manfaat secara ekonomi. Selanjutnya 

pemikiran Karl Marx tersebut, ditelaah dalam perspektif hukum ekonomi 

Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul 

tersebut untuk diteliti adalah :  

1. Alasan Objektif 

Karl Max merupakan salah satu pemikir besar dalam bidang 

ekonomi yang hidup pada abad ke-19, gagasannya melintasi berbagai 

multidisiplin keilmuan dan menjadi sebuah ide untuk berbagai gerakan 

politik-ekonomi yang dibahas, dipraktikan, hingga dianggap menjadi 

sebuah ancaman yang mengerikan. Terlebih di Indonesia sendiri, Karl 

Marx (Marxisme) menjadi hal tabu untuk dibincang dan dianggap „hantu‟ 

                                                             
4
 Winardi, Kamus Ekonomi, (Bandung : Mandar  Maju, 1992), h. 385. 

5
 Sofyan Hasan, KN, Warkum Sumitro, Dasar-dasar Mamahami Hukum Islam di 

Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1994. h. 23. 
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yang mesti dijauhi, terutama setelah meletusnya Gerakan 30  September 

1965. Kendati demikian, Karl Marx memiliki tujuan yang serupa dengan 

ekonomi Islam, yakni menghilangkan ketimpangan yang terjadi dalam 

kehidupan sosial masyarakat dengan konsep kepemilikan yang digagas 

olehnya. Meskipun perbedaan keduanya cukup mencolok. Oleh sebab itu, 

penulis tertarik untuk mengetahui konsep hak milik pribadi yang digagas 

oleh Karl Marx untuk selanjutnya ditinjau dalam perspektif hukum 

ekonomi Islam. 

2. Alasan Subjektif 

a. Sebagai pertanggungjawaban intelektual penulis sebagai mahasiswa 

Fakultas Syariah Prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Maka 

judul ini penulis angkat sebagai tugas akhir. 

b. Pemikiran tokoh yang penulis angkat dalam skripsi ini, telah membuka 

mata penulis dalam melihat realitas sosial. Terutama dalam melihat para 

pekerja (buruh), petani, dan kelompok-kelompok sosial yang 

terpinggirkan lainnya. Kelompok-kelompok sosial inilah yang lekat 

dengan kehidupan penulis dan mendorong penulis untuk menelaah 

pemikiran Karl Marx yang kemudian disesuiakan dengan bidang 

keilmuan penulis di Fakultas Syariah Prodi Muamalah. 

c. Dianggap tabu membincang pemikiran Karl Marx membuat penulis 

merasa tertantang dan penasaran terhadap pemikirannya.  

d. Tersedianya beberapa literatur yang berkesesuaian dengan judul skripsi 

ini, maupun yang sejenis dengannya. Sehingga judul skripsi ini relevan 
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dan sesuai dengan bidang ilmu yang penulis tekuni di dalam dan diluar 

kampus. 

C. Latar Belakang 

Dalam Islam, kegiatan ekonomi merupakan aspek kunci dalam 

menjalani kehidupan. Islam menghadirkan petunjuk bagi para pemeluknya 

dengan berlandas pada Al-Quran dan Hadis, termasuk dalam aktivitas 

bermuamalah. Beberapa kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan 

manusia dalam interaksi sosial-ekonomi semata-mata untuk menciptakan 

tatanan yang egaliter dan berkeadilan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW.  Selain itu, sistem ekonomi Islam merupakan tuntutan 

kehidupan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan 

moral. 

Ekonomi didefinisikan sebagai suatu hal yang mempelajari perilaku 

manusia dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang langka untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup 

ekonomi meliputi  satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, 

produksi, dan distribusi
6
. Setiap orang berkeinginan memiliki segala sesuatu, 

baik berupa harta maupun pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Islam mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha selalu 

mencapai semua kebutuhannya melalui bentuk pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan dan keahliannya.  

                                                             
6
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas 

kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 16. 
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Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada pengikutnya 

bahwa harta bukan segala‐galanya dalam kehidupan. Namun, Ironisnya, 

manusia sangat berambisi dan memusatkan seluruh perhatian dan usahanya 

untuk mengumpulkan harta sebanyak‐banyaknya dan mengabaikan 

ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi. Sehingga sebagaimana yang 

dilaporkan  oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) pada laporan akhir capaian kinerja di Istana Wakil Presiden pada 

Rabu, 9 Oktober 2019, bahwa kesenjangan antara orang kaya dan miskin di 

Indonesia sangat tinggi dan menempati urutan keempat dunia. Dalam 

laporannya, 1 % orang kaya di Indonesia menguasai 50 % aset Nasional. 

Laporan ini disampaikan langsung oleh sekretaris eksekutif TNP2K, 

Bambang Widianto dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahwa 

konsentrasi aset nasional berputar hanya pada sebagian kecil kelompok 

terkaya di Indonesia.
7
  

Hal yang tak jauh berbeda juga dilaporkan Global Wealth Report di 

tahun 2018 yang memuat bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 

46,6 persen kekayaan nasional. Dan diperkirakan ketimpanganan sosial-

ekonomi akan terus bergerak naik.
8
 Dalam hal ini, manusia luput melihat 

sesuatu yang lebih besar dari kehidupan duniawi, yakni kehidupan akhirat, 

padahal keduanya dapat direngkuh oleh manusia bila mereka tidak abai 

                                                             
7
 Tersedia On-Line, Muhammad Fida Ul Haq, “Data Kesenjangan Indonesia” 

https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-

nasional?single=1 Diakses Pada Jumat, 6 Desember 2019, Pukul 21.50 WIB. 
8
 Tersedia On-Line  Ikhwan Hastanto, “Kesenjangan Indonesia Kian Parah” 

https://www.vice.com/id_id/article/qvgey7/kesenjangan-indonesia-kian-parah-1-persen-orang-

kaya-kuasai-separuh-kekayaan-nasional Diakses Pada Jumat, 6 Desember 2019, Pukul 21.50 WIB. 

https://www.detik.com/tag/tnp2k
https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional?single=1
https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional?single=1
https://www.vice.com/id_id/contributor/ikhwan-hastanto
https://www.vice.com/id_id/article/qvgey7/kesenjangan-indonesia-kian-parah-1-persen-orang-kaya-kuasai-separuh-kekayaan-nasional
https://www.vice.com/id_id/article/qvgey7/kesenjangan-indonesia-kian-parah-1-persen-orang-kaya-kuasai-separuh-kekayaan-nasional
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terhadap ketimpangan yang terjadi.  Sesungguhnya, etika spritual yang tinggi 

adalah iman, amal saleh dan akhlak mulia itulah kekayaan yang tidak pernah 

sirna. Tentu hal ini berkesesuaian dengan sifat dasar manusia sebagai 

makhluk sosial, yang saling sangat bergantung antara yang satu dengan yang 

lain dalam segala aspek kehidupan, baik masalah sosial, ekonomi, politik dan 

sebagainya. Sebab bumi dengan segala isinya memang diciptakan Tuhan 

untuk kepentingan manusia, maka manusialah yang berhak mengelola dan 

mengaturnya dengan akal pikirannya agar dikuasai manusia demi 

kesejahteraan dalam memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya. Fitrah 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan hal yang fitri, dan suatu 

kemestian.  

Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk 

memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula, 

setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan 

takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. 

Maka wajar, bila kemudian manusia tidak dihalang‐halangi untuk 

mengumpulkan kekayaan, serta tidak dihalang‐halangi untuk berusaha 

memperoleh kekayaan tersebut.
9
 Namun dalam batasan-batasan yang wajar 

dan tidak abai pada penderitaan manusia yang lain. 

Namun, Pengutamaan hak‐hak individu sangat berpotensi untuk 

menimbulkan masalah ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam distribusi 

kekayaan dan pendapatan. Di sisi sebaliknya, penghapusan hak‐hak individu 

                                                             
9
 Taqyuddin An‐Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya : Risalah 

Gusti, 1996, h. 66. 
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secara ekstrim dalam sosialisme jelas bertentangan dengan fitrah dasar 

manusia. Masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk beraktifitas (dalam 

perekonomian), sebab seluruh tujuan dan kinerja ekonomi biasanya akan 

dikalahkan oleh tujuan yang lebih bersifat sosial. Tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat seringkali dilakukan dengan mengabaikan 

pertimbangan-pertimbangan individu lain yang sesungguhnya juga bagian 

dari masyarakat. 

Islam telah mengatur konsep kepemilikan terhadap harta benda. 

Berbeda dengan konsep ekonomi yang berdasar pada paham materialisme, 

yang memandang bahwa harta merupakan hak mutlak manusia. Islam 

memandang hakikat kepemilikan harta sebagai rizki pemberian dari Allah 

SWT yang sepenuhnya merupakan kekuasaan Allah SWT
10

 . Artinya, sumber 

sistem ekonomi Islam berasal pada nilai ketauhidan. Sebagaimana dalam Q.S 

Al-Maidah : 120 sebagai berikut :  

                          

  

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada 

di dalamnya dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”
11

.  

 

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa segala yang ada di langit dan di 

bumi merupakan milik Allah SWT. Akibat dari asas kepemilikan absolut 

yang dimiliki oleh-Nya, maka penguasaan individual atau kelompok terhadap 

                                                             
 
10

 Abd Arr, “Hak milik dalam Perspektif Ekonomi Islam”,  Jurnal Tribakti, Vol. 19 No. 

1, 2008. 
11

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali, (Bandung : 

CV Penerbit J-Art, 2004), h.127.  
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objek ekonomi adalah kepemilikan yang nisbi (relatif)
12

. Dengan berdasar 

pada nilai ketauhidan tersebut, sistem ekonomi Islam berimplikasi pula pada 

akhlak/moral, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Artinya, 

landasan dasar dari aktivitas ekonomi Islam dikembangkan atas keyakinan 

bahwa seluruh semesta ini adalah ciptaan dan milik Allah semata serta 

diperuntukan pada kebaikan, hal ini terkait tentang tanggung jawab sosial atas 

kepemilikan harta agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. 

Sejalan dengan itu, Karl Marx memiliki tujuan yang sama dalam 

masalah sosial (ketimpangan sosial). Marx menantang sistem ekonomi 

kapitalisme yang eksploitatif di abad ke-19. Lewat sosialisme ilmiah yang 

digagas olehnya, Karl Marx bahkan memprediksi kehancurannya. Sosialisme 

sendiri dilandasi oleh materialisme-historis, yakni segala aktivitas manusia 

dibangun atas cara pandang yang sekuler, untuk menarik garis pemisah yang 

tegas antara yang duniawi dan yang spiritual. Dalam pandangan ini pula, Karl 

Marx melihat bahwa sesungguhnya, sejarah adalah proses perebutan alat-alat 

produksi antara kelas penindas dan kelas yang ditindas.  

Untuk mengakhiri praktik ekonomi yang eksploitatif dan 

menghentikan pertentangan kelas yang terjadi serta mengakhiri ketimapangan 

sosial, Karl Marx menggariskan tatanan masyarakat tanpa kelas. Masyarakat 

yang hidup dalam kepemilikan sarana produksi  kolektif. Cita-cita sosialisme 

ilmiah tersebut, hanya dapat dicapai dengan penghapusan hak milik pribadi. 

                                                             
12

 Zulaekah, “Norma Hak Milik dalam Al-Qur‟an”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan 

Syariah STAIN Pamekasan, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 177.  
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Hak milik yang sepenuhnya mesti diatur oleh negara untuk selanjutnya dibagi 

secara merata pada rakyat. 

Karena dengan cara ini, kekayaan yang menumpuk (monopoli) dapat 

diatasi, serta kesenjangan sosial dapat dikikis. Pandangan Karl Marx secara 

cepat meluas ke seluruh belahan dunia dan menjadikannya sebagai sebuah 

sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara blok timur yang dikomandoi 

oleh Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 pikiran Karl 

Marx tetap hidup dan dijadikan wacana diskursus yang diminati oleh 

kalangan intelektual kritis.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik 

Pribadi  Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”. 

D. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang 

terlalu luas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

menganalisa dari hukum ekonomi Islam tentang hak milik pribadi 

berdasarkan pemikiran Karl Marx.  

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan, 

maka rumusan masalah yang akan penulis telaah adalah: 

1. Bagaimana konsep hak milik pribadi yang digagas oleh Karl Marx? 

2. Bagaimana Hukum Ekonomi Islam melihat konsep hak milik pribadi Karl 

Marx? 
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F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka 

tujuan penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep hak milik pribadi Karl Marx. 

2. Untuk melihat konsep hak milik pribadi Karl Marx dalam perspektif 

hukum ekonomi Islam. 

G. Signifikansi Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada para 

intelektual. Khususnya, pada hukum yang berkaitan dengan hak milik 

pribadi. Serta diharapkan menjadi khazanah untuk pengembangan ilmu 

hukum ekonomi pada umumnya dan terkhusus pada pengembangan 

keilmuan di jurusan muamalah UIN Raden Intan Lampung.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran 

dan memberikan sumbangsih gagasan dalam penegakan kepentingan 

bersama.  

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis 

penelitian pustaka (Library Research), yaitu proses pengindentifikasian 

secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen 

yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian Dengan 

artian,  menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama 
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(primer)
13

. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu 

menggambarkan secara objektif materi yang diteliti. Analitik digunakan 

untuk mendapatkan dan mengetahui implikasi dari gagasan Karl Marx 

tentang hak milik pribadi. 

2. Sumber data  

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam 

pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian 

sumber sebagai berikut :  

a. Data primer disandarkan pada literatur hukum ekonomi Islam dan 

karya tulis dari Karl Marx. 

b. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang 

berdasar dari kepustakaan, buku-buku, maupun literatur yang memiliki 

kaitan dengan judul skripsi ini. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian
14

. 

 

 

                                                             
13

 Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, Metodologi Penelitan Agama, Sebuah Pengantar,  

(Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989), h. 2. 
14

 Consuelo G Sevilla, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I, (Jakarta : UI Press, 

1993), h. 37.  
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4. Metode Pengolahan Data 

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelohan 

data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut
15

 : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 

permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang dinyatakan 

jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur‟an dan hadits, 

atau buku-buku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian. 

c. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dengan pendekatan berfikir deduktif.   Metode berfikir deduktif yaitu cara 

berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus
16

. 

 

 

 

 

 

                                                             
15  Amiruddin dan Zainal Abidin, Pengatar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), h. 107. 
16 Sutrisno Hadi, Metode Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42 



 

BAB II 

 KAJIAN TEORI  

A. Konsep Hak Milik Menurut Islam 

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi 

Islam. Dalam konsep Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak atas segala 

sesuatu di alam raya.
17

 Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama 

al‐milkiyah. Al‐milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan, yakni sesuatu 

yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang.
18

 Pengertian lain 

al‐milk adalah pemilikan atas sesuatu (al‐mal atau harta benda) dan 

kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.
19

  

Islam memiliki konsep yang khas mengenai hak kepemilikan, yang 

berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Meskipun pandangan Islam 

seolah berada pada pertengahan pandangan kapitalisme dan sosialisme, tetapi 

ia merupakan konsep yang orisinal. Dalam ekonomi Islam bukan hanya 

sekedar wacana yang harus ditumbuh‐kembangkan dalam kebebasan 

kepemilikan dan kebebasan berusaha tapi makna dari kebebasan dikebiri 

menjadi titik pemisah dari kebolehan kepemilikan dan kebolehan berusaha 

tidak bertentangan dengan kaidah‐kaidah syariah. Konsep hak kepemilikan 

ini didasarkan atas sumber utama agama Islam, yaitu Al Qurʹan dan Hadist. 

Prinsip‐prinsip dasar hak kepemilikan dalam pandangan Islam secara garis 

besar terdiri dari tiga bagian. 

                                                             
17

  Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2013)  h. 193. 
18

  Winardi, Kapitalis Versus Sosial, (Bandung: Remaja Karya, 1986) h. 202. 
19

  Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 

8. 
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 Pertama, bahwa pemilik mutlak (the absolute owner) alam semesta 

ini, termasuk sumber daya ekonomi, adalah Allah SWT. Karenanya, 

pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta tentu saja harus (secara mutlak) 

tunduk dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Ketundukan 

terhadap segala ketentuan Allah SWT sebenarnya merupakan prinsip yang 

paling dasar dalam Islam sehingga berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. 

Allah telah menciptakan manusia dan memberikannya kekuatan jasmani dan 

rohani untuk menegakkan kekhalifahan di muka bumi dan memakmurkannya. 

Semua itu tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah. Terlihat 

hikmah penciptaan manusia dengan segala tabiat yang dimilikinya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Taha : 6 sebagai berikut : 

                          

Artinya : “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang ada di 

bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah 

tanah.
20

  

 

Ayat di atas menjadi dasar teori kepemilikan dalam Islam, bahwa 

sesungguhnya segala sesuatu di semesta ini adalah kepunyaan Allah SWT.   

Sehingga, Allah SWT diposisikan  sebagai sumber kepemilikan dan manusia 

diposisikan sebagai penerima hak guna pakai melalui sebuah tata aturan 

syariat.
21

 Tata aturan tersebut seperti: akad jual beli, hibah, dan wakaf yang 

menjadi mekanisme legal dalam Islam untuk pengalihan hak guna pakai dari 

                                                             
20

 Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : 

J-art, 2004), h. 312. 
21

 Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 71. 
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Allah SWT. Tanpa mematuhi tata aturan tersebut, tidak akan terjadi 

pengalihan hak.
22

  

Kedua, bahwa manusia diberikan hak milik terbatas (limited 

ownership) oleh Allah SWT atas sumber daya ekonomi, di mana batasan 

kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukan‐Nya. Jadi manusia 

hanyalah mewarisi hak milik yang diberikan Allah. Hal ini mengandung 

konsekuensi bahwa: hak milik tidak merupakan sesuatu yang permanen, 

dalam arti berlaku selamanya secara mutlak. Ia dapat berubah sesuai dengan 

ketentuan perubahan yang diatur dalam agama Islam; di samping itu ada hak 

kepemilikan, terdapat pula kewajiban‐kewajiban yang harus ditunaikan. Hak 

dan kewajiban merupakan sebuah pasangan yang logis, sehingga keduanya 

harus ditunaikan. Bahkan, terkadang datangnya kewajiban ini mendahului 

datangnya hak yang harus dipenuhi oleh manusia atas manusia lainnya. 

 Ketiga, bahwa pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan 

untuk diri‐Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (wasilah al 

hayah) bagi makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran 

dan kesejahteraan. Allah tidak membutuhkan apa pun yang ia ciptakan 

(makhluk), tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Ia adalah Tuhan 

sekalian alam, pemilik dan pengatur segala urusan. Hanya di tangan‐Nyalah 

penciptaan dan letak rezeki, mati dan hidup, penentuan halal dan haram. 

Hanya Allah yang berhak diagungkan, disucikan. Jika kita menemukan 

individu atau komunitas manusia yang berkata, “akulah pemilik rezeki, 

                                                             
22

 Ibid.  
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pengatur segala urusan, pemimpin manusia serta penentu undang‐undang” 

maka itu berarti mengeluarkan manusia dari cahaya tauhid dan 

menjerumuskannya ke dalam kegelapan penyembahan selain Allah. Konsep 

dasar ketiga elemen ini yang menjadi penentu terhadap keberhasilan pikiran 

manusia dalam melaksanakan kewajiban, baik berhubungan secara horizontal 

maupun vertikal.
23

 

Sebagai „hamba‟,  manusia diperkenankan oleh Allah SWT untuk 

mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan 

yang telah diciptkan Allah SWT. Namun, bukan berarti kepemilikan manusia 

atas pemanfaatan alam menghapus kepemilikan Allah SWT. Tidak. Karena 

kepemilikan Allah adalah abadi.
24

 Kepemilikan manusia hanya merupakan 

pengganti, atau wakil Allah di atas bumi. Hakikat kepemilikan atas alam 

beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah SWT, sedangkan 

kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah 

agar manusia dapat mencukupi kebutuhnan hidupnya. Serta dapat 

menunaikan tugas wakil Allah di muka bumi sebagai pemakmur dunia dan 

sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepada-Nya secara vertikal 

dan horizontal.
25

  Untuk itu, atas harta kekayaan yang di anugerahkan oleh 

                                                             
23 M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami ( Yogyakarta: Ekonisia, 2003) 

h. 96. 
24

 F athurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep..., h. 194. 
25

 M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan 

Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)”, (Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Al-

Mawarid Edisi IX Tahun 2003). 
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Allah SWT kepada manusia mesti dibelanjakan demi pengabdian terhadap 

kesejahteraan dan ketentraman kehidupan manusia.
26

  

Mengapa demikian? Karena manusia tidak mempunyai kekuatan 

untuk menciptakan air, menggerakan awan, dan membuat minyak bumi. 

Manusia hanya mampu untuk mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan 

segala fasilitas kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Manusia hanya 

mampu mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses 

manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya. Semua harta kekayaan dibumi 

adalah milik Allah. Kepemilikan manusia datang kemudian. Manusia hanya 

trustee (pemegang amanah). Tidak lebih.
27

  

Oleh karena itu,  kerangka ideologis kepemilikan dalam Islam 

mengacu pada nilai ketauhidan, akhlak/moral, kesimbangan, kebebasan 

individu, dan keadilan. Artinya, landasan dasar dari aktivitas ekonomi Islam 

dikembangkan atas keyakinan bahwa seluruh semesta ini adalah ciptaan dan 

milik Allah semata. Maka, sudah semestinya benda yang dimiliki 

diperuntukan pada kebaikan moral/akhlak. Sebagai contoh, dalam konotasi 

moral, Islam tidak mengakui kepemilikan minuman keras dan zat yang 

memabukan lainnya. Konotasi moral inilah yang menyebabkan seorang 

Muslim tidak boleh memiliki benda-benda yang dilarang menurut syara‟.
28

  

Dalam prinsip keseimbangan, ketika Allah telah menyediakan langit 

dan bumi untuk kebahagian hidup manusia dengan batas-batas tertentu, 

                                                             
26

 Ibid, h.195. 
27

  Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : Prenamedia Group, 

2012) h. 337. 
28

  Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 71. 
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manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan 

lahir dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

Prinsip keseimbangan juga berkaitan dengan pengaturan hak milik pribadi, 

dan kelompok yang ada didalamnya. Apabila keseimbangan mulai bergeser 

yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, maka 

harus ada tindakan baik oleh individu maupun penguasa.
29

  

Selanjutnya kebebasan individu, kebebasan individu merupakan tiang 

utama dalam struktur ekonomi Islam, karena hanya dengan inilah mekanisme 

pasar dapat diciptakan, sehingga seluruh aktivitas ekonomi memiliki 

implikasi langsung dari tanggungjawab individu terhadap aktivitas 

kehidupannya. Tanpa adanya kebebasn individu seorang Muslim tidak dapat 

melakasanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.
30

  

Terakhir, keadilan, kata keadilan sendiri sering diulang dalam Al-

Quran setelah kata „Allah‟ dan „al-Ma‟rifah‟ (ilmu pengetahuan) kurang lebih 

seribu kali. Kenyataan ini menunjukan, bahwa keadilan  mempunyai makna 

yang dalam dan urgen dalam Islam dan menyangkut seluruh aspek kehidupan. 

Karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan manusia dalam 

menjalani hidup. Dalam aktivitas ekonomi, setiap muslim dilarang untuk 

berbuat zalim terhadap orang lain, menggunakan harta dalam batasan yang 

wajar (sederhana) dan halal, mendistribusikan harta pada mereka yang 

membutuhahkan dan lain-lain.
31

  

                                                             
29

  Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) h. 20. 
30

 Ibid, h. 20. 
31

 Ibid, h. 22-23. 
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Lima konsep dasar Islam mengenai pemilikan di atas yang 

mempunyai sifat unik merupakan jalan tengah dari dua kutub ekstrem sistem 

ekonomi dunia, yakni kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki 

kebaikan-kebaikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dan 

menghindari kelemahan dari dua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam 

memberikan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi, namun dalam 

batasan yang wajar dan seturut dengannya tunduk atas nilai agama dan moral. 

Sehingga penumpukan harta dapat dihindari dan kesewenangan negara 

terhadap rakyat tak terjadi.
32

 

Dalam Al-Quran sendiri kata „hak‟ secara bahasa diartikan : milik, 

ketetapan, kepastian, dan kebenaran.
33

 Dalam istilah hukum Islam 

sebagaimana yang dikatakan Ija Suntana dalam buku politik ekonomi Islam, 

yang mengutip pendapat Abd As-Salam‟Abbadi, bahwa kepemilikan (al-

milkiyyah) didefinisikan sebagai eksklusivitas syariat atas sebuah benda yang 

dimiliki oleh pemilik dengan wewenang hukum atas penggunaan dan 

penikmatannya serta pemusnahannya kecuali jika dilarang oleh hukum.
34

 

Kepemilikan dalam definisi „Abbadi mencakup kepemilikan yang berupa 

materiil atau abstrak, dan mencakup kepemilikan intelektual dan finansial.
35

  

Sementara itu, para pakar ekonomi Islam yang lain tak jauh berbeda 

mengartikan kata kepemilikan. Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa: 
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kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang 

memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan 

keinginannya) selama tidak ada halangan syara.
36

 Menurut Ahmad Azhar 

Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat 

melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan 

dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara.
37

 Selain itu, 

dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, kepemilikan diartikan sebagai hak 

yang dimiliki oleh seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang 

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan 

hukum.
38

  

Dengan kata lain, kepemilikan adalah hak seseorang (pemilik) untuk 

menguasai terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan 

mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak 

yang sesuai  menurut syara‟.
39

 Oleh karenanya, terdapat dua rukun dalam hak 

milik. Pertama, pemilik hak (orang yang berhak). Kedua, objek hak, baik 

sesuatu yang bersifat materi maupun abstrak.
40

 

B. Kepemilikan Umum 

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari‟ kepada suatu komunitas 

untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang termasuk dalam 

kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh 
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Allah dan Rasulullah bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas 

dimana mereka masing-masing saling membutuhkan.
41

 

Adapun benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah 

benda-benda yang merupakan suatu fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di 

dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan 

dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Sebagaimana 

sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, juga meriwayatkan dari 

Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy bin Khawsyab asy-Syaibani, 

dari al-„Awam bin Khawsyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

 الَْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فيِ ثلَاَثٍ فيِ الْمَاءِ وَالْكَلِإ وَالنَّارِ وَثَمنهَُ حَرَام  

 “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan 

harganya adalah haram”. (HR. Ibnu Majah).
42

 

 

Dalam hadist di atas, terdapat dalil bahwa memang, setiap manusia 

membutuhkan air, padang rumput, dan api serta terdapat larangan bagi 

individu untuk memilikinya. Perlu ditegaskan bahwa sifat benda-benda yang 

menjadi fasilitas umum dikarenakan jumlahnya yang besar dan menjadi 

kebutuhan masyarakat umum. Apabila jumlahnya terbatas, seperti sumur-

sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh 
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individu. Seperti Rasulullah SAW yang membolehkan air di Thair dan 

Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.
 43

 

Oleh karena itu, jelaslah bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan 

umum, apabila tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, akan menghasilkan 

seuatu kemudharatan. Misalnya komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun 

suatu negeri maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam 

mendapatkannya. Oleh sebab itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas 

umum. 

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh negara 

untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga 

relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh 

beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah dan akhirnya akan 

membawa dampak pada kesejahteraan rakyat.  

Hak milik umum yang telah dikelola oleh negara melalui lembaga atau 

suatu badan usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, rumput, gas, minyak, 

yang mulanya merupakan hak milik umum, apabila dikelola negara 

(dinasionalisasi) maka statusnya menjadi hak milik negara. Akan tetapi, 

pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 

secara menyeluruh, bukan hanya untuk “segelintir” elit yang menguasai 

perusahaan BUMN atau BUMD.  

Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam hak milik 

pribadi merupakan prinsip fundamental, sedangkan hak milik umum 
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merupakan prinsip tab’an (pengecualian). Artinya, setiap manusia memiliki 

hak asasi secara pribadi terhadap segala sumber daya alam, kecuali sumber 

daya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan 

ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutnya, hak milik pribadi 

merupakan pokok (ashal), sedangkan hak milik umum merupakan 

pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa 

memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau 

menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.
44

  

Selanjutnya Siddiqi, menuturkan bahwa perorangan (individu), negara 

dan masyarakat, masing-masing mempunyai klaim (tuntutan) atas hak milik 

berdasarkan prinsip bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak 

perorangan. Yurisdiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi 

pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan 

Islam. Prinsip-prinsip ini membenarkan diadakannya nasionalisasi, 

pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga barang tertentu dan sebagainya.  

Oleh sebab itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 

jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam 

masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, negara melakukannya dalam 

dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas pada setiap 

individu untuk melakukan aktivitas produktif. Sehingga tiap-tiap individu 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerjanya. Kedua, 

menyediakan bantuan langsung tunai pada, ketika seorang individu tidak 
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mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak 

bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.
45

 

Konsep jaminan sosial yang diberikan negara pada masyarakat 

berdasar pada dua asas doktrin ekonomi Islam, yaitu kewajiban timbal balik 

masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Maksudnya, timbal 

balik masyarakat adalah kewajiban kolektif dalam bentuk pemberian bantuan 

dari sebagian orang kepada sebagian yang lain untuk memenuhi kebuthan 

pokok bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri. Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan kedudukan dan 

kemampuanya masing-masing. Selanjutnya, asas tentang hak atas sumber 

daya publik, merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan 

jaminan sosial. Berdasar asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab 

atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki 

kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. 

Kewajiban ini berbeda dengan asas timbal balik masyarakat yang hanya 

sebatas pemberian bantuan pokok saja, tetapi negara berkewajiban untuk 

memberikan  kehidupan yang laik sesuai standar hidup masyarakt umum. 

Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, 

seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya (baik 

kualitas dan kuantitas) mesti disesuaikan dengan standar masyarakat.dan 

diluar yang pokok tersebut, negara wajib memenuhi kebutuhan atas 

                                                             
45

 Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 43. 



25 
 

pendidikan, kesehatan, hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan  

beragama. Berkenaan dengan jaminan sosial berbasis hak masyarakat atas 

sumber-sumber kekayaan di atas Ash-Shadr menyadur sebuah surat dari 

Imam Ali bin Abu Thalib yang dikirimkan kepada Gubernur Mesir.
 
 

“Demi Allah, uruslah kebutuhan orang-orang miskin, menderita, dan cacat 

yang tidak mampu memelihara diri mereka sendiri. Keluarkan bagian dari kas 

pemerintah (baitul mal) dan bagian dari hasil panen di setiap kota. Anda 

harus memerhatikan secara serius hak-hak mereka. Jangan menelantarkan 

mereka karena kalian besar kepala (sombong) kepada mereka. Jangan 

berdalih dengan kesibukan hingga tidak memperhatikan mereka. Jangan 

menganggap sepele mereka. Angkatlah petugas terpercaya, saleh, dan rendah 

hati, yang mengurusi mereka. Pintalah pertanggungjawaban setiap petugas 

yang anda angkat untuk mengurus mereka. Pimtalah laporan maslah-masalah 

yang dihadapi mereka. Mereka yang tidak berdaya itu lebih membutuhkan 

keadilan daripada yang lainnya”.
 46

 

Surat di atas, menurut Ash-Shadr merupakan garisan yang sangat jelas 

mengenai jaminan sosial berbasis hak masyarakat atas sumber-sumber 

kekayaan. Surat tersebut mewajibkan kepada negara agar memelihara setiap 

individu yang membutuhkan jaminan kehidupan dengan cara menyediakan 

berbagai kebutuhan mereka, baik pangan, sandang, dan papan. Hal ini 

diberikan kepada seluruh warga negara.
47
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Pemenuhan hak-hak individu diatas dilakukan oleh Negara semata-

mata untuk mencapai keseimbangan sosial. Agar jurang pemisah antara si 

„kaya‟ dan „miskin‟ dapat didekatkan atau ditutup. Namun, mesti 

digarisbawahi bahwa pencapaian keseimbangan sosial ini tidak pada 

keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para 

individu dalam masyarakat, sehingga masing-masing orang mampu hidup 

dalam standar kelaikan hidup.
48

 

Dalam sistem hukum Islam, pajak-pajak permanen berkesinambungan 

adalah zakat. Dan dalam tradisi Syiah disebut Khums. Dua sistem fiskal ini 

merupakan tonggak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder tiap-

tiap individu dan menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan 

umum dalam hukum ekonomi Islam, pemerintah adalah satu-satunya otoritas 

yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan 

kemaslahatan mereka. Kepemilikan umum tidak bisa dikelola oleh otoritas 

lain, baik individu maupun organisasi. Organisasai non-pemerintah tidak 

diperkenankan untuk mengelola kepemilikan publik, seperti organisasi 

profesi tertentu di luar struktur kepemerintahan. 

Dari sudut pandang kekuasaan pemerintah yang mengatur masalah ini, 

kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga jenis: 

1. Kepemilikan umum yang ditujukan untuk penggunaan komunitas, seperti 

jalan, sungai, dan masjid. Jenis kepemilikan ini tidak dapat dijual atau 

dibuang oleh pemerintah, tidak juga diperoleh atau dimiliki oleh pribadi. 
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Akan tetapi, jika kepemilikan umum komunitas tidak lagi menghasilkan 

manfaat yang diinginkan bagi komunitas dan ditelantarkan, pemerintah 

dapat menggantinya dengan kepemilikan baru yang memberi manfaat 

serupa. Beberapa negara di Afrika contohnya, bukan haya sekadar sungai 

dan jalan yang merupakan kepemilikan umum. Di dua Negara ini tanah 

umum milik komunitas masih ada. Tanah ini berkaitan dengan sistem 

sosial suku. Bentuk ini merupakan bentuk pengelolaan di tanah 

pengembalaan, tetapi adapula di tanah pertanian. Tanah ini dimiliki oleh 

komunitas petani suku di Aljazair dan Tunisia, dengan sebutan tanah 

Arashi. Biasanya, adat dan tradisi sukulah yang menentukan distribusi 

tanah milik komunitas kepada keluarga-keluarga yang digarap. Berkenaan 

dengan retribusi tanah, hanya „usyr yang diberlakukan, yaitu 10 persen 

produk pertanian jika tanahnya diairi dengan air tanah. Selain „usyr tidak 

ada pajak atau iuran lain yang ditarik dari keluarga yang menggunakan 

tanah milik komunitas. Pajak yang berjumlah 10 persen total produk 

pertanian dibagikan oleh kepala suku kepada orang-orang tuna karya dan 

tidak memiliki akses ke tanah  komunitas tersebut, dengan bantuan imam 

masjid di desa. Jenis kepemilikan umum yang „khusus‟ ini, dalam Islam 

disebut dengan  hima (kawasan yang dilindungi). Yakni, petak tanah yang 

dipakai oleh pemerintah untuk kepengtingan khusus, seperti militer, atau 

tujuan sosial. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian 

dilanjutkan oleh Umar bin Khatab yang menetapkan beberapa daerah 
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khusus untuk kuda dan tentara serta untuk kawasan peternakan yang 

diperuntukan bagi orang-orang yang tidak memiliki lahan.
49

  

2. Tanah umum yang tidak digunakan, mencakup semua tanah yang tidak 

termasuk dalam produksi ekonomi. Dalam hukum Islam, tanah umum 

yang tidak digunakan adalah mawat (tanah mati). Setiap individu 

memiliki hak ihya (menghidupkan kembali) tanah mati tersebut untuk 

tujuan ekonomi. Ihya yang dilakukan oleh setiap individu dianggap sah 

secara hukum memperoleh kepemilikan pribadi atas tanah yang 

bersangkutan. Pemerintah berhak mengorganisasi penerapan hak ihya, 

tetapi tidak punya hak untuk menghilangkannya. 

3. Kepemilikan umum negara. Kategori ini mencakup semua kepemilikan 

umum lainnya. Satu-satunya pembatasan syariat untuk pengelolaan 

kepemilikan umum negara adalah kriteria maslahat, artinya pengelolaan 

tersebut harus melayani kepentingan terbaik rakyat.  

Pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh 

negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat 

umum. Masyarakat umum secara langsung bisa memanfaatkan sekaligus 

mengelola barang-barang, jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan 

mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di 

sungai atau sumur, mengembalakan ternak di padang pengembalaan, dan 

sebagainya. Jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi 

yang sulit, pengelolaan milik umum ini hanya dilakukan oleh negara untuk 
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seluruh rakyat diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga murah 

(subsidi)
50

 

Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola dan 

mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak punya hak 

memindahputuskan kepemilikan umum. Oleh karena itu, negara dilarang 

menjual fasilitas-fasilitas milik umum, baik kepada individu maupun negara 

lain. Kekuasaan non negara tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang 

dan jasa yang merupakan milik umum, kecuali dalam bentuk profit sharing 

dengan nisbah keuntungan negara lebih besar dibanding pihak pengelola non 

negara. 

C. Kepemilikan Pribadi 

Kepemilikan pribadi adalah ketetapan hukum syara‟ yang berlaku bagi 

zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang 

mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta mendapat 

kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti 

disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli.
51

 

Untuk mempunyai kepemilikan pribadi seseorang harus aktif dalam kegiatan 

ekonomi. Artinya, setiap Muslim harus sebisa mungkin memanfaatkan 

seluruh hamparan semesta agar dapat memberi manfaat bagi dirinya.
52

 

Sebagaimana yang telah diakatakan sebelumnya, dalam sistem ekonomi 
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Islam, hak milik pribadi seorang muslim hanya sebatas wakil dari Allah SWT 

(tidak absolut). 

Pengertian lain dari kepemilikan pribadi adalah mewujudkan 

kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan 

menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut 

sebagai hak syara‟ yang diberikan pada seseorang. Oleh karen itu, setiap 

orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan 

syara‟.
53

 Dengan kata lain, Islam memperbolehkan bagi tia-tiap individu 

untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kepemilikan pribadi hanya 

berkaitan dengan satu orang saja, tidak ada orang lain yang ikut andil dalam 

kepemilikan itu. Contoh: kepemilikan rumah, kendaraan, perabot tumah 

tangga, buku, dan sebagainya.  

Ibnu Taimiyah dalam hal ini berpendapat mengenai kepemilikan 

pribadi, bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, 

menggunakannya secara produktif, memindahkan status kepemilikan kepada 

orang lain, serta melindunginya dari kesia-siaan. Namun, hak itu dibatasi  

oleh sejumlah limitasi, yakni tidak boleh menggunakan secara berlebih-

lebihan, semena-mena yang ditujukan untuk bermewah-mewahan. 

Kepemlikan pribadi menurut Ibn Taimiyah adalah kekuatan yang dilandasi 

oleh syariah. Unutuk menggunakannya tidak hanya dibatasi pada kepemilikan 

pribadi saja, tetapi juga mencakup kepada kepemilikan umum.
54

 Islam 
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menetapkan adanya kepemilikan jenis ini sebagai bentuk akomodatif Islam 

dalam memiliki harta.
55

  

Hak milik pribadi merupakan hak syariat yang diberikan kepada 

seseorang, sehingga ia boleh memiliki kekayaan. Kepemilikan merupakan 

salah satu karakteristik kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui 

adanya kepemilikan pribadi karena Islam adalah agama yang menghargai 

fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Pengakuan dan perlindungan 

terhadapnya memberikan semangat bagi tiap Muslim untuk bersungguh-

sungguh dalam berusaha dan sebaliknya, pelanggaran terhadap hak milik 

adalah menggoyang tatan masyarakat, merobohkan dan melepaskan ikatan 

diantara masyarakat.
56

  

Namun, dalam prinsip lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sayyid Quthub yang dikutp oleh Taty Aryani  “harta benda tidak boleh hanya 

berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat”.
57

 Oleh karena 

itu, prinsip kepemilikan pribadi dalam Islam memiliki dimensi sosial dan 

tidak mengarah pada corak kepemilikan yang menyebabkan monopoli, 

oligopoli, kartel, dan sejenisnya. Islam mengutamakan keselarasan dalam 

masyarakat terhadap kepemilikan harta benda. Kepemilikan pribadi tak 

diperkenankan untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Karena 

kepemilikan pribadi yang mutlak dianggap sebagai sikap mental yang 
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mengingkari nurani kemanusiaan dan menyimpang dari prinsip keIslaman.
58

 

Oleh karena itu, secara prinsipil, Islam mengakui hak individu untuk 

memiliki harta, meskipun begitu ia memberikan batasan tertentu agar 

kebebasan itu tidak merugikan kepentinagan masyarakat umum hingga 

menimbulkan kemudharatan.
59

  

Hak milik pribadi yang memiliki dimensi sosial ketika digunakan atau 

dimanfaatkan mesti melihat aspek kemaslahatan. Maksudnya,  manakala 

kepentingan masyarakat lebih membutuhkan, sebagai bagian dari masyarakat, 

seorang muslim mesti mengesampingkan kepentingan pribadi.
60

 Oleh sebab 

itu, hak milik pribadi tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan.  Adapun 

beberapa ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan 

kepemilikan pribadi sebagai berikut: 

1. Kepemilikan yang ada, didalam area yang tidak menimbulkan 

kemudharatan bagi kehidupan masyarakat. 

2. Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara 

pribadi. 

3. Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena 

kepemilikan bukanlah kepemilikan yang murni. 

4. Kekayaan tersebut harus diapatkan melalui sumber yang halal, tidak 

dalam sengketa, riba, hasil suap dan lainnya. 
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Ketika individu tidak mampu mendayagunakan hartanya dengan baik 

maka masyarakat berhak untuk mengambilnya demi kemashlahatan
.61 

Artinya, kepemilikan pribadi dalam Islam bebas tetapi terbatas. Pemilikan 

pribadi diakui, tetapi dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian 

atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. 

Jadi pemilikan pribadi dalam Islam dapat dikatakan bebas namun terbatas. 

Semua alat produksi tidak diletakan di bawah kepemilikan pribadi.
62

 
 

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Hadid : 7 sebagai berikut : 

                            

              

 

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya, maka orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala 

yang besar”.
63

 
 

Disamping itu, ketentuan dan syarat lainnya sebagai berikut: 

1. Adanya pembatasan kebebasan pemilik harta, dan diwajibkan untuk 

memberdayakan atau melakukan investasi agar tidak menghalangi 

pertumbuhan atau perputaran harta. 

2. Mewajibkan kepada pemilik harta untuk menunaikan zakat, jika telah 

mencapai nishabnya. 
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3. Mewajibkan untuk berinfak di jalan Allah, dengan menggunakannya 

untuk menopang solidaritas sosial bagi kehidupan. 

4. Menghindarkan penggunaan harta untuk kepentingan yang dapat 

menimbulkan mudharat bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. 

5. Kepemilikan harta tidak bisa digunakan untuk hidup bermewah-mewah 

atau tindakan konsumtif lainnya yang dapat mendatangkan madharat bagi 

pemilik dan masyarakat publik.  

6. Harta tidak bisa digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan 

atau kepentingan politik lainnya atau mempermainkan hukum.  

7. Pemilik harta tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam warisan 

dan wasiat, yang pada intinya mencegah terjadinya perputaran harta 

hanya pada golongan tertentu.
64

  

Dengan beberapa batasan dan ketentuan di atas, harta akan terhindar 

terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang dan 

selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan kelas. Islam membenarkan 

kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya, 

dan mebelanjakannya. Tetapi kebebasan yag diberikan oleh Islam di lapangan 

ekonomi adalah terbatas. Islam menarik garis pemisah yang tegas antara yang 

halal dan yang haram dalam seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang 

produksi, distribusi, dan konsumsi. Harta yang diperoleh dengan cara suap, 
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penggelapan, bunga, judi, monopoli, memakan harta anak yatim (maupun 

pihak-pihak yang lemah) dilarang oleh Islam.
 65

  

Demikian pula dalam mengkonsumsi harta dalam bentuk kehidupan 

yang mewah serta berlebih-lebihan dilarang oleh Islam. Oleh karenanya, 

Islam mewajibkan tiap Muslim untuk membayar zakat dan mengeluarkan 

sedekah bagi kaum miskin-papa. Semua aturan main tersebut membentuk 

nilai moral di dalam masyarakat Islam dan menghapus lomba-gila untuk 

mengejar harta dan materi.
66

 Oleh sebab itu, beberapa mekanisme 

perpindahan harta secara detail telah diatur dalam Islam melalaui beberapa 

konsep seperti zakat, infak, sedekah, waris, wasiat, wakaf, dan hibah. Dan 

sejatinya konsep tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya ketimpngan 

sosial-ekonomi dalam masyarakat. 

Dalam zakat misalnya, menjadi sumber pendapatan vital dalam 

pembebasan kemiskinan dan pembentukan jaminan sosial bagi masyarakat. 

Karena dalam harta seseorang yang kaya, yang telah sampai nisabnya, 

terdapat hak orang miskin di dalamnya. Begitu pentingnya kewajiban seorang 

muslim membayar zakat sehingga Al-Quran menyeru manusia membayarnya 

lebih dari tiga puluh kali. Zakat memberikan suatu karakter unik dalam 

struktur sosio-ekonomi masyarakat, karena pembayarannya tidak hanya 

memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi menjadi kewajiban keagamaan dan 
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menjadi sarana penyucian spiritual.
67

 Mekanisme perpindahan harta dalam 

Islam juga bertujuan agara tak terjadi konsentrasi kekayaan pada sgelintir 

orang saja. Bila zakat diperuntukan pada mereka yang memiliki harta yang 

telah sampai nisabnya, lain lagi dengan Infak. Dalam infak  setiap orang bisa 

melakukan infak tanpa nisab, baik dengan penghasilan tinggi atau rendah. 

Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq) seperti 

dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak 

yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela 

yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya 

untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini 

berbedadengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara‟. Jadi, 

sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat. Islam mengakui adanya hak milik 

pribadi maupun umum.  

Islam pun menghormati hak milik dan memberikan aturan-aturan jika 

hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu, dengan mendistribusikan 

sejumlah hartanya pada orang lain. Selain itu, Islam memberikan konsep 

perlindungan keselamatan pada hak milik pribadi dengan ditentukannya 

sanksi pidana terhadap orang lain yang merampasnya, baik melalui cara 

pencurian ataupun perampokan.
68

 Perlindungan atas hak milik pribadi dan 
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pelanggaran atasnya difirmankan oleh Allah SWT pada Q.S. Al-Maidah : 38 

sebagai berikut: 

                                

    

 

 

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
69

 

 

Ayat di atas menjadi dasar perlindungan hak milik pribadi apabila 

diambil dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh syara. Baik 

dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hukum potong tangan menjadi 

peringatan yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai balasan bagi apa yang 

mereka kerjakan dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak 

melakukannya. Itulah ketentuan hukum mereka dari Allah. Allah Maha 

perkasa lagi Maha bijaksana dalam menentukan hukum-Nya dan menetapkan 

hukuman bagi setiap kejahatan, yang dapat mencegah merebaknya kejahatan 

itu.
70

 

Pemotongan tangan pencuri merupakan ganjaran yang setimpal atas 

apa yang mereka perbuat. Dibenarkan membela dan mempertahankan harta 

bendanya dan memerangi perampasnya, dan kalau ia terbunuh dalam 

                                                             
69

 Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : 

J-art, 2004), h. 114.  
70

 Tersedia On-Line pada https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38tafsir-quraish-shihab 

diakses pada 20 Februari 2020 Pukul14.03 WIB.    

https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38#tafsir-quraish-shihab


38 
 

membela harta miliknya, ia mati syahid sebagaimana orang syahid dalam 

membela agama, atau darah, atau keluarganya.
71

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul skripsi 

penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Jurnal yang berjudul “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis 

(Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)” yang ditulis oleh Ambok Pangiuk 

dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Kerakyatan. Dalam jurnal ini, Ambok 

Pangiuk membahas tentang konsep kepemilikan dua ideologi besar, yakni 

Kapitalisme dan Sosialisme untuk ditinjau dalam nilai ketauhidan Islam. 

Bemula dari perbedaan konsep, Ia coba memaparkan pola pemikiran 

ketiga paham tersebut dengan mengunggulkan pada sistem ekonomi Islam. 

Dua perbedaan paham antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis disoroti 

dengan perbedaan pada kelebihan‐kelebihan dan kelemahan‐kelemahan di 

antara keduanya dan diurai dengan sistem ekonomi Islam yang bersumber 

dari nilai‐nilai ketauhidan dalam Islam. Dari uraiannya dirinya 

memberikan gambaran adanya perbedaan konsep dasar sistem ekonomi 

kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan tauhid. 

Dengan satu sistem yang berbeda pada ekonomi kapitalis yang 

memberikan kebebasan seluas‐luasnya kepada individu dalam hak 

kepemilikan maupun pemanfaatannya, dan sistem ekonomi sosialis 

                                                             
71

 Ambok Pangiuk, “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid 

Dalam Sistem Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 2 Tahun 

2011.  



39 
 

memberikan hak kepada negara dalam mengelola dan mendistribusikan 

harta secara bersama dengan tidak ada hak kepemilikan secara sempurna 

karena dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Islam adalah kebebasan 

terhadap hak kepemilikan dengan sempurna yang berdasarkan nilai‐nilai 

Islam yaitu ketauhidan.
72

 

2. Jurnal yang berjudul “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari 

Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)” yang ditulis 

oleh M. Sularno berisi sebuah penelitian tentang kepemilikan umum dan 

pribadi yang mencoba diangkat dalam nilai filosofis. Dalam jurnal ini, 

Sularno mencoba untuk mencari universalitas nilai keIslaman dalam 

menangani kemiskinan. Melalui kepemilikan yang digali secara filosofis, 

Ia mencoba mengembangkan sistem ekonomi yang Islam. Melingkupi 

ekonomi secara umum, motivasi ekonomi. Prinsip dasar ekonomi dan 

piranti ekonomi yang cukup strategis untuk mengembangkan ekonomi 

umat secara keseluruhan.
73

 

3. Jurnal yang berjudul “Hak Milik Dalam Ekonomi Islam” yang ditulis oleh 

Abd Barr membahas konsep kepemilikan dalam Islam dalam upaya Islam 

mengurangi terjadinya monopoli kekayaan. Dalam pembahasan yang 

dilakukan, Abd Barr berpendapat bahwa Islam memperbolehkan terjadinya 

tingkat (gradasi) dalam ekonomi masyarakat, namun Islam tidaklah 

menyukai perbedaan harta yang dimiliki individu atau kelompok melebihi 
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batas kewajaran, karena hal tersebut justru akan menimbulkan kerusakan 

dalam masyarakat. Dan negara mempunyai hak dan kewajiban untuk 

menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan seimbang dengan 

mendistribusikan harta kekayaan negara pada masyarakat dan berupaya 

menjamin agar kehidupan masyarakat makmur dan sejahtera.
74

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Sulistiawati dan Ahmad Fuad dengan judul 

“Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhani)” membahas kepemilikan dalam menurut 

Taqiyuddin an-Nabhani untuk selanjutnya dikomparasi dengan sistem 

kepemilikan Kapitalisme dan Sosialisme. Islam memiliki konsep yang 

khas dan unik, yang berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. 

Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala 

macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah pencipta, pengatur, dan 

pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sedangkan manusia adalah 

pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki harta 

tersebut, berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yaitu 

kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara dan 

kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani 

sangat berpengaruh terhadap konsep mekanisme pengelolaan harta dan 

aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan 
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mengembangkannya. Dalam jurnal ini, dua penulis tersebut betitik pijak 

pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.
75

 

5. Jurnal yang disajiakan dalam sebuah diskusi di Universitas Islam Negeri 

Bandung yang ditulis oleh Tattty Aryani Ramli dengan judul 

“Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Sosialis” berisi sebuah 

konsep dasar dari ketiga sistem ekonomi. Beberapa ide dasar dari ketiga 

sistem tesebut coba dibandingkan dengan menyajikan kelemahan dan 

keunggulan dari masing-masing sistem. Perspektif Islam memandang 

kepemilikan pribadi/individu bukan hak yang absolut, hanya merupakan 

“hak pembelanjaan” dan “pemanfaatan” yang akan membawa manfaat 

bukan saja terhadap individu yang bersangkutan tapi juga untuk 

kemaslahatan ummat karena dimensi sosialnya yang melekat. Hanya Allah 

yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. 

Manusia tidak dipisahkan dengan Penciptanya sehingga apapun yang 

dimiliki harus kembali kepada kedudukannya sebagai khafillah Allah 

SWT.
76
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